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PMKH) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis
normatif, studi ini menganalisis kebutuhan akan regulasi khusus untuk
melindungi institusi peradilan dari PMKH. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penegakan hukum terkait PMKH masih lemabh, terlihat dari absennya
RUU PMKH dalam Prolegnas 2024 dan terbatasnya regulasi yang ada.
Penelitian ini mengusulkan sembilan pokok materi muatan yang perlu diatur
dalam UU PMKH, meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan tujuan,
larangan PMKH, hak dan perlindungan Kkorban, ketertiban persidangan,
ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pembentukan
UU PMKH dianggap krusial untuk memberikan perlindungan hukum yang
komprehensif bagi hakim dan institusi peradilan, serta menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU PMKH perlu segera dibentuk untuk
menghadapi tantangan era digital dan memperkuat sistem peradilan Indonesia.
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The Urgency of Establishing a Law on Acts of Degrading the Honor and
Dignity of Judges. This study examines the urgency of establishing a Law on
Acts of Degrading the Honor and Dignity of Judges (UU PMKH) in Indonesia.
Using a normative juridical legal research method, this study analyzes the
need for specific regulations to protect judicial institutions from PMKH. The
results show that law enforcement related to PMKH is still weak, as evidenced
by the absence of the PMKH Bill in the 2024 National Legislation Program
and limited existing regulations. This research proposes nine main content
points to be regulated in the PMKH Law, including general provisions, scope,
principles and objectives, PMKH prohibitions, rights and protection of
victims, court order, criminal provisions, transitional provisions, and closing
provisions. The establishment of the PMKH Law is considered crucial to
provide comprehensive legal protection for judges and judicial institutions, as
well as maintain public trust in the judiciary as a place to seek justice. The
study concludes that the PMKH Law needs to be promptly established to
address digital era challenges and strengthen the Indonesian judicial system.
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Pendahuluan

Dalam konteks negara hukum, peran kekuasaan kehakiman sangat krusial dalam menegakkan
keadilan (Arda, 2020). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman bersifat independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 1
Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan ini
merupakan bagian dari kekuasaan negara yang mandiri dalam melaksanakan peradilan, berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, Pasal 3
Ayat (1) menggarisbawahi kewajiban bagi hakim dan hakim konstitusi untuk mempertahankan
independensi peradilan dalam menjalankan tugasnya. Ayat (2) menekankan larangan terhadap semua
bentuk intervensi dari pihak luar dalam proses peradilan, kecuali dalam situasi yang diatur oleh UUD
1945. Independensi peradilan dipahami sebagai kemampuan untuk bebas dari segala bentuk tekanan
eksternal, baik fisik maupun psikologis, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009.

Regulasi yang ada menegaskan sifat independen kekuasaan kehakiman. Prinsip ini
mengharuskan proses penegakan hukum dan keadilan bebas dari intervensi pihak manapun dan
menekankan peran sentral hakim sebagai komponen vital sistem peradilan dan sumber harapan bagi
pencari keadilan (Bone et al., 2023). Namun, tindakan-tindakan seperti penghinaan, ancaman, dan
kekerasan terhadap hakim dan lembaga peradilan dapat mengikis persepsi publik terhadap fungsi
yudisial dalam penyelesaian perkara. Fenomena ini kerap muncul dari pihak yang tidak puas dengan
putusan pengadilan, yang kemudian menyalurkan kekecewaannya melalui tindakan-tindakan tersebut
dengan berdalih kebebasan berekspresi. Perilaku semacam ini dikategorikan sebagai Perbuatan
Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH), yang berpotensi mengancam
integritas sistem peradilan (Barat, 2020).

Definisi PMKH dirumuskan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Advokasi Hakim, tepatnya pada Pasal 1 angka 2. Menurut regulasi tersebut, PMKH meliputi spektrum
tindakan yang dapat dilakukan oleh entitas individual, kolektif, atau korporat, yang bertujuan atau
berdampak pada terganggunya proses peradilan. Cakupan PMKH meluas hingga mencakup upaya-
upaya yang menghalangi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, yakni memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara. Lebih lanjut, definisi ini juga mengakomodasi tindakan-tindakan yang
mengancam keselamatan hakim, baik dalam konteks persidangan maupun di luar forum pengadilan.
Termasuk pula dalam kategori ini adalah berbagai bentuk penghinaan yang ditujukan kepada hakim
secara personal maupun institusi peradilan secara keseluruhan (Sinaga, 2020).

Opini publik seringkali mudah terbentuk dengan anggapan bahwa putusan hakim yang
bertentangan dengan pandangan umum dianggap tidak berdasar pada prinsip keadilan. Hal ini kerap
memicu tindakan PMKH, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Fenomena ini dapat
dikaitkan dengan kurangnya literasi hukum di masyarakat, yang mengakibatkan pemahaman yang tidak
memadai tentang kompleksitas sistem hukum dan peradilan. Meski demikian, perlu ditekankan bahwa
kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas. Konstitusi Indonesia, tepatnya Pasal 28J ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, secara eksplisit mewajibkan setiap individu untuk menghormati hak asasi orang
lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era demokratis di mana
kebebasan berekspresi dijamin oleh negara, tetap diperlukan upaya untuk memulihkan dan menjaga
wibawa lembaga peradilan. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap
institusi yudisial menjadi krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan keadilan.

Studi mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus PMKH cenderung jarang
terjadi. Fenomena ini disebabkan oleh kecenderungan hakim untuk tidak melaporkan insiden tersebut
dan lebih memilih untuk memberikan maaf kepada pelaku. Motivasi di balik sikap ini adalah keinginan
para hakim untuk tetap fokus pada tugas utama mereka dalam proses peradilan, yakni memeriksa,
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mengadili, dan memutus perkara. (Maharani & Rahma, 2024) Lebih lanjut, penelitian tersebut
mengindikasikan adanya persepsi di kalangan hakim bahwa PMKH merupakan bagian integral dari
dinamika persidangan. Konsekuensinya, tindakan PMKH seringkali dianggap sebagai hal yang wajar,
bukan hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh para hakim sendiri. Persepsi ini berpotensi
menormalisasi perilaku yang sebenarnya dapat mengancam integritas proses peradilan dan wibawa
lembaga pengadilan.

PMKH seringkali terjadi pada kasus-kasus fenomenal yang mengundang intensi khalayak
publik, sebagaimana pada kasus Yunus Wahyudi, seorang aktivis anti-masker yang didakwa karena
menyebarkan berita hoaks terkait penyebaran virus Covid-19 di Banyuwangi. la menyerang hakim
Khamozaru Waruwu dengan melompati meja hakim dan mencoba memukul majelis hakim sesaat
setelah dibacakannya putusan terhadap dirinya saat persidangan bulan Agustus 2021 di Pengadilan
Negeri Banyuwangi (Amalia et al., 2021).

Mengacu pada fenomena PMKH terhadap hakim dan institusi peradilan, baik dalam
persidangan maupun di luar persidangan, suatu sistem perlindungan hukum sangatlah penting untuk
mencegah segala tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan
pengadilan, baik dalam kapasitas institusi maupun individu. Dalam konteks ini, diperlukan adanya
regulasi yang dapat melindungi institusi peradilan dari PMKH. Sehingga menurut hemat penulis, sangat
perlu untuk merumuskan undang-undang khusus yang mengatur terkait PMKH ini baik secara
pendefinisian, administrasi, proses penyidikan, maupun ketentuan pidananya.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam metodologi hukumnya. Proses
investigasi berpusat pada analisis literatur yang relevan dengan PMKH. Penelitian hukum normatif
secara intrinsik ditandai oleh penggunaan sumber-sumber hukum sebagai basis analisisnya, bukan data
empiris atau fenomena sosial. Hal ini disebabkan fokus utama penelitian terletak pada eksplorasi dan
interpretasi ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum preventif dan represif terhadap PMKH belum didukung penuh oleh berbagai
pihak. Terlebih lagi, lembaga eksekutif dan legislatif tidak merumuskan UU PMKH dan menjadikannya
sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terutama pada tahun 2024 ini. Ketiadaan
rencana untuk merancang UU PMKH ini menunjukkan bahwa isu terkait PMKH masih dianggap hal
yang kurang penting, bahkan oleh pembuat kebijakan. Sebelumnya, pada Prolegnas Tahun 2015-2019,
terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of
Court) (M. Wiyono, 2015). Namun kemudian dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, RUU tersebut tidak
ada lagi ditemukan. Padahal pengaturan tentang PMKH, yang sebelumnya digunakan istilah Contempt
of Court, tidak sekadar terkait menjaga diri sang hakim maupun bangunan pengadilan, melainkan lebih
kepada marwah dan kehormatan profesi hakim dan institusi peradilan, yang kemudian berdampak pada
kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan sebagai tempat mereka mencari keadilan.

Pembahasan terkait pembentukan dan perumusan rancangan UU PMKH sebagai pengganti dari
RUU Contempt of Court yang kini absen dari Prolegnas, menjadi perlu untuk segera dilaksanakan
mengingat konsep dan ruang lingkup PMKH ini lebih luas dan definisinya lebih jelas daripada Contempt
of Court. Sebelum dikenal adanya media sosial, bentuk penghinaan dan ancaman kekerasan terhadap
hakim dan institusi peradilan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berperkara di pengadilan, orang
yang berada di pengadilan, dan wartawan yang meliput suatu perkara di pengadilan. Namun kini, setelah
adanya media sosial, semua orang dapat melakukan PMKH meskipun dirinya tidak berada di pengadilan
dan tidak memiliki sangkut paut dengan suatu perkara. Sebagaimana pengertian PMKH dalam Peraturan
KY Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim yang menyatakan bahwa PMKH dapat dilakukan
secara individu, kelompok, atau badan hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.
Berbeda dengan konsep Contempt of Court yang sebatas pada penghinaan dalam persidangan. Sehingga
dalam draf RUU yang baru, perlu untuk mengubah istilah “Contempt of Court” menjadi “PMKH”.
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Urgensi terkait pembentukan undang-undang khusus tentang PMKH sendiri karena peraturan
perundang-undangan yang menggunakan istilah PMKH hanya terdapat dalam Peraturan KY Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim. Belum ada peraturan perundang-undangan lainnya yang
menggunakan istilah PMKH ini. Meskipun sebelumnya sudah ada regulasi yang mengatur terkait
Contempt of Court yakni pada Pasal 207, 212, 217, 224 dan 351 Wethoek van Strafrecht voor
Nederlandsch Indié (KUHP Lama). Namun, regulasi tersebut masih mengatur tentang penghinaan
terhadap lembaga negara, melawan pejabat, kegaduhan di persidangan, pembangkangan perintah
pengadilan, dan penganiayaan secara umum. Kemudian dalam Bab VI Buku Kedua Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), meskipun telah
ada perluasan bentuk-bentuk delik terhadap proses peradilan, namun masih terdapat hal-hal yang belum
diatur seperti menyebutkan tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai PMKH, penghinaan peradilan
melalui informasi elektronik maupun pemberatan pada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
hakim.

Implementasi UU PMKH, jika terbentuk, akan membawa perubahan signifikan dalam sistem
peradilan Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam penerapan UU semacam ini adalah keseimbangan
antara perlindungan integritas peradilan dan jaminan kebebasan berekspresi masyarakat. Diperlukan
mekanisme yang jelas untuk membedakan antara kritik konstruktif terhadap putusan pengadilan dan
tindakan yang secara sengaja merendahkan martabat hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
UU PMKH tidak menjadi alat untuk membungkam kritik yang legitimate terhadap sistem peradilan.

Lebih lanjut, tantangan lain dalam implementasi UU PMKH adalah adaptasi terhadap
perkembangan teknologi. UU ini harus memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi bentuk-bentuk
PMKH yang muncul di platform digital. Penghinaan terhadap hakim melalui media sosial dan platform
digital lainnya semakin meningkat, namun sering kali sulit untuk ditindak karena keterbatasan regulasi
yang ada. Oleh karena itu, UU PMKH perlu memuat ketentuan yang spesifik mengenai PMKH di ranah
digital, termasuk prosedur penanganan dan pembuktiannya.

Kemudian, terdapat pokok-pokok materi muatan yang perlu untuk dirumuskan dan diatur dalam
UU PMKH, yang di mana ini merupakan perluasan dan pemutakhiran dari pokok-pokok materi muatan
RUU Contempt of Court, di antaranya: (1) Ketentuan Umum, yang mendefinisi yang tegas dan jelas
terkait Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. Definisi ini dapat diadopsi
dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim dan peraturan
perundang-undangan lain yang relevan; (2) Ruang Lingkup PMKH, yang mulai dari lembaga pengadilan
di bawah kekuasaan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi; (3) Asas dan Tujuan, yang
menjelaskan terkait asas dan tujuan dalam upaya penegakan hukum preventif dan represif pada perkara
PMKH; (4) Larangan PMKH, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bentuk
PMKH seperti tindakan mengganggu jalannya persidangan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak
pantas dan juga perilaku yang dapat mengganggu proses peradilan, tidak mematuhi perintah pengadilan
yang dapat berupa instruksi atau keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, menyerang integritas dan
imparsialitas pengadilan, menghalangi proses penyelenggaraan pengadilan, melakukan penghinaan
terhadap pengadilan melalui publikasi atau pemberitahuan, dan lain sebagainya; (5) Hak dan
Perlindungan Korban PMKH, yang di mana korban di sini ialah hakim dan institusi peradilan. UU ini
perlu untuk mengatur apa saja yang berhak didapatkan oleh korban PMKH sebagai bentuk perlindungan
hukum kepada mereka; (6) Ketertiban Persidangan dan Pengamanan Penyelenggaraan Peradilan,
yang semulanya materi muatan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Pengaturan di dalam undang-undang menjadi diperlukan mengingat agar ada sanksi pidana bagi
pelanggar tata tertib di persidangan. Selain itu, hal ini juga diperlukan agar setiap orang yang berada di
persidangan, dalam hal ini, baik hakim, pegawai pengadilan, dan pihak-pihak di pengadilan merasa lebih
aman dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan optimal, serta terbebas dari segala macam
intervensi; (7) Penyidikan, yang mengatur terkait bagaimana prosedur dalam proses penyidikan terhadap
terduga pelaku PMKH yang tentunya beberapa aspek akan berbeda dengan proses penyidikan pada
hukum acara pidana pada umumnya; (8) Ketentuan Pidana, yang mengatur terkait sanksi pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap pelaku PMKH. Pengaturan terkait jenis-jenis deliknya pun semestinya lebih
banyak daripada delik dalam KUHP Nasional seperti penghinaan terhadap hakim dan institusi peradilan
melalui informasi elektronik, pemberatan pada tindak pidana ancaman kekerasan, penganiayaan, dan
pembunuhan terhadap hakim yang di mana sanksinya tidak sama dengan ancaman kekerasan,
penganiayaan, dan pembunuhan secara umum. Pemberatan ini diperlukan karena profesi hakim
merupakan profesi yang mulia (officium nobile) yang berbeda dengan orang pada umumnya; (9)
Ketentuan Peralihan, yang menjelaskan mengenai status peraturan perundang-undangan sebelumnya
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yang mengatur hal-hal yang berkaitan dan bersinggungan dengan PMKH, seperti KUHP Nasional, UU
Kekuasaan Kehakiman, UU ITE, Perma No. 5 dan No. 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan
Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim,
dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; (10) Ketentuan Penutup, yang mengatur mengenai
keberlakuan UU PMKH ini.

Pokok-pokok materi muatan di atas merupakan hal-hal yang perlu untuk diatur dalam undang-

undang khusus tentang PMKH menurut hemat penulis. Sehingga, apabila kemudian rancangan terkait
UU PMKH ini kembali diusulkan ke Badan Legislatif DPR RI dan dimasukkan dalam Prolegnas
menggantikan RUU Contempt of Court, tentu akan ada penambahan atau perubahan terkait materi
muatan ini. Tetapi, penulis berpendapat bahwa sembilan pokok materi muatan di atas merupakan hal
yang urgen untuk diatur dan tidak boleh ditinggalkan dalam perancangan UU PMKH ini ke depannya.

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuatan Undang-Undang tentang Perbuatan
Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (UU PMKH) merupakan kebutuhan yang
mendesak dan krusial. Urgensi ini dipicu oleh beberapa faktor kunci: kurangnya dukungan
komprehensif terhadap upaya pencegahan dan penindakan PMKH, tidak dimasukkannya RUU PMKH
dalam Prolegnas 2024, serta meningkatnya risiko PMKH di lingkungan digital. Untuk mengatasi hal
ini, diajukan sembilan aspek utama yang perlu diatur dalam UU PMKH. Aspek-aspek ini mencakup
definisi dan cakupan, prinsip dasar dan tujuan, larangan spesifik, perlindungan korban, protokol
persidangan, sanksi hukum, serta ketentuan transisi dan penutup. Kerangka hukum yang diusulkan ini
bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hakim dan sistem peradilan secara keseluruhan.
Lebih jauh, regulasi ini diharapkan dapat mempertahankan integritas dan martabat profesi hakim, yang
pada gilirannya akan memperkokoh kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai pilar
utama dalam penegakan keadilan. Dengan demikian, UU PMKH tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk menjaga kredibilitas sistem
peradilan di mata masyarakat.
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